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PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR    24    TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan 

keuangan daerah yang efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Kota Pasuruan 
diperlukan pengendalian kecurangan; 

b. bahwa guna melaksanakan pengendalian 
kecurangan perlu mengubah Peraturan 
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pasuruan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 

Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 34 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2013 Nomor 34); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN. 

Pasal I … 
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Pasal I 
 

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2011, Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2013, Nomor 34), disisipkan 2 (dua) ayat yakni 
ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 

 
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan 

daerah yang efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel Walikota melakukan pengendalian 

atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah 
Kota Pasuruan.  

(1a) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk pengendalian kecurangan. 

(1b) Ketentuan mengenai pengendalian 

kecurangan diatur dalam Peraturan Walikota. 

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman 
pada SPIP sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai bagi tercapainya efektifitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset daerah, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangankan. 

 
 

 
 

Agar … 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Pasuruan. 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 16 Agustus 

2023 
  

WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

 
 

SAIFULLAH YUSUF 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 16 Agustus 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 
 

 
 

RUDIYANTO 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 24 


